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Abstract 

Batak society is one of the societies that bases lineage through genealogical 

factors, of course this has an influence on the customs in the society. The problems 

that can be found in Hutauruk Village and Simanungkalit Village are that there 

is a widow who does not accept the provisions that a widow gets after her husband 

dies in the distribution of the wealth she gets and there is also a widow who 

changes the mat, this is done so that the inheritance obtained by a widow remains 

hereditary in the family. This research is a descriptive analytical juridical 

research. This juridical research was conducted by interviewing respondents and 

informants. Juridical research was conducted by field studies to obtain secondary 

data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 

legal materials with interview and documentation tools. Data analysis in this 

study was carried out qualitatively. The results of the study show first, the position 

of a widow due to the death of her husband in Hutauruk Village and 

Simanungkalit Village, both those who have descendants or do not have 

descendants who decide to remain in her husband's residence will be treated the 

same as a mother or a woman who was married to the clan. Second, the customary 

inheritance law in Tarutung adheres very closely to its patrilineal system so that 

male descendants are the legitimate heirs of the husband's family generation who 

receive inheritance not only from the husband's parents but also from his father, 

while women are heirs of their fathers and have the right to receive inheritance 

from their fathers. A widow in this case is not the heir of the property obtained 

from her husband's parents but the widow is given the right to manage the 

inheritance that has been given to her descendants to support them. Third, the 

resolution of disputes that occur in Tarutung, especially Hutauruk Village and 

Simanungkalit Village in terms of inheritance distribution, can be done through 

Non-Litigation and Litigation. Non-Litigation dispute resolution is through 

marhata or deliberation between families while Litigation dispute resolution is by 

filing a lawsuit through the Court. 

 

Keywords: Patrilineal, Widow's Position, Customary Inheritance, Dispute 

Resolution. 

 

Abstrak 

 

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor 

genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam masyarakat tersebut. 

permasalahan yang dapat ditemukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit yaitu terdapat seorang janda 

yang tidak menerima sebagaimana ketentuan yang didapatkan seorang janda setelah meninggal suaminya 

mailto:shelavh@gamil.com
mailto:oni_usu@yahoo.com2
mailto:aprilyana_idha@yahoo.com
mailto:mariakabans@yahoo.com


9 
 
 
 

 
 

4533 
 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 
https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 1 No: 9, November 2024                                       

E-ISSN : 3047-7824 

dalam pembagian harta kekayaan yang didapatkannya serta adapula seorang janda yang melakukan ganti 

tikar, hal tersebut dilakukan agar warisan yang didapatkan oleh seorang janda tetap menjadi turun temurun 

dalam keluarga tersebut.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang bersifat deskriptif analisis. 

Penelitian yuridis ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Penelitian 

yuridis dilakukan dengan studi lapangan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat wawancara dan dokumentasi. Analisi 

data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pertama, kedudukan 

seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit baik yang 

memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman 

suaminya akan diperlakukan sama layaknya seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan 

marga tersebut. Kedua, Hukum waris adat yang terjadi di Tarutung sangat memegang erat sistem 

patrilinealnya sehingga keturunan laki-laki merupakan pewaris yang sah dari generasi keluarga suaminya 

tersebut yang mendapatkan warisan tidak hanya dari orangtua suami tetapi dari ayahnya juga, sedangkan 

Perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. 

Seorang janda dalam hal ini bukan merupakan pewaris dari harta yang didapatkan dari orangtua suaminya 

tetapi janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang telah diberikan kepada keturunannya untuk 

menghidupi mereka. Ketiga, Penyelesaian sengketa yang apabila terjadi di Tarutung yaitu terutama Desa 

Hutauruk dan Desa Simanungkalit dalam hal pembagian warisan ialah dapat dilakukan secara Non Litigasi 

dan secara Litigasi. Penyelesaian sengketa Non Litigasi ialah dengan cara marhata atau musyawarah antar 

keluarga sedangkan Penyelesaian sengketa secara Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan hukum melalui 

Pengadilan. 

 

Kata Kunci: Patrilineal, Kedudukan Janda, Waris Adat, Penyelesaian Sengketa 

 

LATAR BELAKANG 

Harta bersama yaitu dalam harta benda kekayaan keluarga yang merupakan harta 

peninggalan itu terdapat harta asal dari suami, harta asal dari istri dan harta bersama. Perbedaan 

sifat daripada harta-harta tersebut sama sekali tidak berarti apabila dalam perkawinan tersebut 

memiliki keturunan karena semua harta benda akan diwariskan kepada semua keturunannya. 

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas 

hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana cara harta warisan tersebut 

dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris( Hadikusumo, 2016). Pembagian 

harta warisan pada sebagian besar masyarakat di Indonesia dilakukan berdasarkan kekeluargaan, 

walaupun sering juga terjadi perselisihan di antara para ahli waris, yang merasa tidak puas dnegan 

bagian warisan yang mereka dapatkan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah 

secara kekeluargaan tetapi tetapi ada pula sebagian yang berakhir dengan putusan pengadilan.  

Melihat perkembangaan yang terjadi di masyarakat, Mahkamah Agung melalui putusan 

tanggal 20 April 1960 No. 110 K/ Sip/ 1960 yang menetapkan bahwa seorang janda adalah juga 

menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda yang 

ditinggalkan adalah merupakan seorang pewaris terhadap seluruh harta peninggalan suaminya. 

Putusan ini dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi Masyarakat terutama Masyarakat adat dalam 

memahami kedudukan laki-laki dan Perempuan. 

Perkawinan yang dilakukan di Desa Hutauruk Hasundutan dan Desa Simanungkalit yang 

berada di Kota Tarutung sama dengan perkawinan adat batak pada umumnya yaitu merupakan 

pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang biasa disebut 

mangadati, tetapi juga mengikat hubungan antara kaum kerabat si wanita. Setelah terjadinya 
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perkawinan istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya merupakan tanggung 

jawab dari kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan 

suaminya dan harta kekayaan yang dibawa isteri ke dalam perkawinan semuanya dikuasai oleh 

suami kecuali, ditentukan lain oleh pihak istri. 

Dalam masyarakat Batak Toba di beberapa desa di kota Tarutung janda atau ina namabalu 

yang memiliki keturunan dan tidak memiliki keturunan memiliki perbedaan dalam perlakuannya 

setelah ditinggal suaminya. Terhadap janda yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya dan tidak 

memiliki keturunan biasanya akan dikembalikan kepada orangtua pihak Perempuan. Sedangkan 

terhadap janda yang memiliki keturunan akan diberikan hak untuk mengelola harta bersama yang 

telah didapatkan selama perkawinan dengan suami( Wawancara Pra-Penelitian dengan Tohom 

Hutauruk). 

Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit merupakan beberapa desa di Tarutung yang masih 

melekat kuat pelaksanaan adat Batak Tobanya. Adapun beberapa permasalahan yang dapat 

ditemukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit yaitu terdapat seorang janda yang tidak 

menerima sebagaimana ketentuan yang didapatkan seorang janda setelah meninggal suaminya 

dalam pembagian harta kekayaan yang didapatkannya serta adapula seorang janda yang melakukan 

ganti tikar, hal tersebut dilakukan agar warisan yang didapatkan oleh seorang janda tetap menjadi 

turun temurun dalam keluarga tersebut.  

Ganti Tikar atau Singkap Rere dalam adat Batak Toba bukanlah merupakan hal baru, ganti 

tikar merupakan perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suaminya, lalu kawin lagi dengan 

saudara suaminya. Namun zaman sekarang ini hal tersebut sudah jarang terdengar karena 

perkembangan zaman dan tidak semua juga janda tersebut bersedia untuk melakukannya. Adapun 

ganti tikar ini dilakukan biasanya dikarenakan agar tidak terputusnya jalinan kekeluargaan dengan 

pihak istri dan adapula dikarenakan harta warisan yang diberikan kepada janda tersebut dapat 

dilanjutkan oleh keluarga tersebut( Wawancara Pra-Penelitian dengan Tohom Hutauruk). 

Janda karena kematian yang terdapat di beberapa desa di Tarutung memiliki beberapa 

dampak yang berbeda-beda berdasarkan kondisi yang dialaminya. Perbedaan itu dapat dilihat 

terhadap janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya yang memiliki keturunan berbeda dengan 

yang tidak memiliki keturunan, adapula dalam Masyarakat tersebut janda diberikan pilihan untuk 

melakukan ganti tikar terhadap anggota keluarga suaminya. Perbedaan sangat terlihat terhadap 

seorang janda yang memutuskan untuk menikah lagi tetapi dengan marga lain, terhadap semua 

kondisi ini akan muncul dampak serta masalah dalam keluarga tersebut. 

Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Kedudukan seorang Janda yang ditinggal mati suaminya dalam adat Batak Toba? 

2. Bagaimana Sistem Pembagian Warisan kepada seorang Janda yang ditinggal mati suami 

terhadap Harta Perkawinan menurut Hukum adat Batak Toba di Tarutung? 

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan oleh seorang janda untuk 

mendapatkan hak mewaris dalam adat Batak Toba di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit? 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yuridis empiris. Sifat Penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pada penelitian ini akan didapatkan data 
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yang lebih akurat karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer dan data 

sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Seorang Janda Karena Ditinggal Mati Oleh Suaminya Menurut Hukum 

Adat Batak Toba Di Tarutung 

Janda dalam Masyarakat adat Batak Toba setelah ditinggal mati oleh suaminya yang 

apabila tetap berkedudukan di tempat tinggal suaminya memiliki hak untuk mendapat warisan 

yang dimiliki bersama dengan suaminya selama suaminya masih hidup. Tetapi seorang janda 

tidak memiliki hak mewaris terhadap warisan dari orangtua suaminya melainkan akan 

diwariskan kepada keturunannya sehingga dalam hal ini janda hanya mendapatkan hak 

mengelola untuk menghidupi dirinya dan keturunan dari suami yang telah meninggal( Wawancara 

dengan Tulus Hutauruk). Seorang janda yang tidak memiliki keturunan juga memiliki hak untuk 

tetap tinggal di kediaman suaminya dan memiliki hak pula terhadap harta warisan yang dimiliki 

bersama dengan suaminya. 

Janda yang tidak memiliki anak dan memutuskan untuk meninggalkan kediaman 

suaminya atau dikatakan kembali kepada keluarganya, hal ini dapat dilakukan secara 

kekeluargaan melalui perbincangan keluarga terhadap Keputusan yang diambil oleh janda 

tersebut. Seorang janda yang menetap di kediaman suaminya dikatakan tidak lagi bebas dalam 

melakukan sikap tindakanya karena segala sesuatu yang akan dilakukannya sering diharuskan 

sesuai dengan yang dikatakan oleh keluarga dari suaminya. Banyak yang mengatakan bahwa 

seorang janda diharuskan untuk mengikuti perkataan keluarga suaminya dikarenakan harus 

menjaga martabat dari sang suami terdahulu dan menunjukkan bahwa seorang janda tersebut 

sedang merasakan kesedihan atau berduka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa janda dapat ditemukan bahwa Janda yang 

telah ditinggal suaminya yang terdapat dalam Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit 

kebanyakan memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman keluarga suaminya, baik yang tinggal 

dirumah orang tua suaminya, tinggal di rumah yang telah dimiliki mereka bersama ataupun yang 

mengontrak disitu. Untuk janda yang memiliki keturunan dan tidak memiliki keturunan juga 

banyak yang memutuskan tinggal di kediaman keluarga suami karena perlakuan Masyarakat 

terhadap janda tersebut tidak memiliki perbedaan dari saat suaminya masih hidup. Bahkan janda 

yang tidak memiliki keturunan juga sering ditemukan tetap tinggal di kediaman suaminya karena 

bentuk kepedulian dan kasih sayang dari mertua keluarga suaminya. 

Janda yang terdapat dalam Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit jarang sekali 

ditemukan melakukan pernikahan lagi setelah suaminya meninggal karena seorang janda setelah 

meninggalnya suami akan memikirkan bagaimana untuk menghidupi keturunan bersama 

suaminya. Tidak jarang pula didengar bahwa mereka akan secara mati-matian berusaha untuk 

membesarkan keturunannya, untuk menyekolahkannya setinggi-tingginya karena orangtua batak 

itu sangat berprinsip bahwa Anakkonhi do Hamoraon di Ahu yang artinya bahwa anakku adalah 

harta yang paling berharga bagiku. suami berbentuk sawah atau ladang. 
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Kedudukan seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk 

dan Desa Simanungkalit baik yang memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang 

memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman suaminya akan diperlakukan sama layaknya 

seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan marga tersebut. Tidak jarang pula 

setiap janda yang menetap dikediaman suaminya akan diberikan bantuan apabila mendapatkan 

bantuan dari kepala desa atau pemerintah setempat bagi setiap janda yang terutama mengalami 

kekurangan dalam hidupnya.  

Seorang janda yang berada di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit jarang terjadi 

diskriminasi terhadap kepala desa atau kepala adat disekitar, tetapi perbedaan yang dapat dilihat 

terhadap kedudukan seorang janda di desa itu bahwa janda tersebut tidak lagi memiliki 

kebebasan baik dalam berpendapat atau disaat melakukan pesta. Hal ini terjadi karena memang 

karena kuatnya patrilineal yang terjadi di desa tersebut membuat setiap kegiatan atau pendapat 

yang akan lebih diutamakan ialah dari seorang laki-laki bahkan apabila melakukan kegiatan 

seperti pesta akan diutamakan laki-laki dalam melakukan perencanaan serta mengkontrol 

lancarnya acara tersebut, namun untuk seorang wanita atau janda yang berada disitu akan 

menjadi parhobas atau orang yang membantu dibelakang layar seperti melakukan masak atau 

melakukan kebersihan setelah acara berlangsung( Wawancara dengan Lamria Siahaan). 

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat di kedua desa tersebut karena memang 

sudah menjadi hal yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat sekitar sehingga memang rata-

rata janda atau wanita yang memang tinggal disitu jarang sekali untuk tidak menerima tugas 

yang diberikan kepada mereka karena mereka menganggap hal tersebut memang merupakan 

tugas seorang wanita. Kehidupan seorang janda yang berada di Desa Hutauruk dan Desa 

Simanungkalit tidak selalu berjalan baik karena terkadang ada hal-hal yang menjadi penyebab 

terjadinya masalah. Salah satu masalah yang terjadi terhadap seorang janda adalah terjadinya 

penolakan terhadap tindakan yang dibatasi oleh karena patrilineal tersebut, penolakan 

tersebutlah yang menjadi pertengkaran dalam desa tersebut, 

Pertengkaran yang terjadi juga terkadang dikarenakan adanya kurang komunikasi 

sehingga tidak jarang terjadi salah tangkap terhadap suatu hal yang dilakukan. Permasalahan 

yang terjadi menjadi semakin lebar dikarenakan sistem patrilineal yang terjadi sehingga banyak 

laki-laki yang sudah memiliki masalah terhadap seorang janda tetapi memiliki gengsi yang besar 

dikarenakan harga dirinya itu yang membuat masalah menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. 

Apabila terjadi masalah seperti ini maka akan dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu 

komunikasih, pihak ketiga dalam hal ini adalah kepala desa, kepala adat atau masyarakat yang 

dianggap memiliki hubungan dekat dengan pihak yang bermasalah sehingga omongannya dapat 

diterima. 

Kedudukan seorang janda di kedua desa di Tarutung tersebut menjadi suatu perhatian 

oleh masyarakat sekitar atau kepala desa bukan dikarenakan kasihan atas yang menimpanya 

tetapi karena sikap peduli di masyarakat tersebut, tidak jarang pula seorang janda tersebut sangat 

dilindungi karena mereka terkadang melemah karena kehilangan suaminya. Namun dapat dilihat 

bahwa kebanyakan janda yang berada di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dianggap 
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sangat tangguh dan kuat karena kebanyakan dari mereka akan berusaha bangkit demi 

kehidupannya dan anak yang dimilikinya( Wawancara dengan Marlince Manullang).  

2. Sistem Pewarisan Terhadap Seorang Janda Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Hukum 

Adat Batak Toba Di Tarutung 

Dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dapat 

diketahui bahwa ada beberapa dampak yang akan dirasakan terhadap seorang janda disini. 

Adapun hal-hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Janda yang Memiliki Anak 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Hutauruk, Desa Hutauruk Hasundutan 

Seorang janda yang memiliki keturunan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit banyak 

yang memutuskan untuk menetap di kediaman suaminya sehingga apabila seorang janda 

tersebut mendapatkan warisan dari orangtua suaminya maka janda tersebut akan diberikan 

hak untuk mengelola dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan 

keturunannya.( Wawancara dengan RS ) Janda di desa-desa tersebut sangat jarang sekali merasa 

terkucilkan atau tersendiri dikarenakan setiap janda yang ada di desa-desa tersebut akan 

diperlakukan sama dengan sebelum suaminya meninggal baik di mata kepala desa, kepala 

adat dan Masyarakat sekitar. 

Dalam Masyarakat Batak Toba di Tarutung sampai sekarang masih menganggap 

bahwa seorang anak laki-laki merupakan penerus generasi dalam Batak sehingga setiap 

warisan yang diberikan dari nenek moyangnya hanya diberikan kepada laki-laki saja. Tetapi 

apabila terhadap harta Bersama yang dimiliki oleh orangtuanya merupakan hak dari 

keturunannya baik laki-laki ataupun Perempuan. Harta bersama yang didapatkan selama 

perkawinan merupakan hak penuh dari istri yang telah ditinggal oleh suaminya sehingga  

harta tersebut dapat dipergunakan secara bebas oleh janda beserta keturunannya( Wawancara 

dengan Prisko Hutauruk). 

Dalam adat Batak Toba juga dikenal sebutan “Tugo – Tugo Pahompu” yang artinya 

bahwa setiap cucu laki-laki dari anak laki-laki akan diberikan warisan khusus yang telah 

dipersiapkan atau diperjanjikan bahkan sebelum dia lahir(Wawancara dengan Prisko Hutauruk). 

Warisan yang diberikan oleh pahompu baoa ini biasanya dalam bentuk tanah atau sawah yang 

akan diberikan setelah anak itu beranjak dewasa dan cukup mengerti dalam hal ini. Setiap 

opung Batak memiliki nama panggilan berdasarkan nama cucu dari anak laki-lakinya yang 

walaupun Perempuan tetap dibuat tetapi apabila ada cucu laki-lakinya lahir maka ada juga 

biasanya adat untuk pergantian panggilan yang akan dibuat dalam makam nanti( Harahap, 

2008). Opung biasanya akan minta izin kepada cucu perempuannya untuk pergantian nama, 

tetapi hal ini dilakukan juga biasanya dengan memberikan sesuatu kepada cucu Perempuan 

yang bisa berupa emas. 

b. Janda yang Tidak Memiliki Anak 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit 

diketahui bahwa seorang janda yang tidak memiliki anak memiliki populasi yang lebih 

rendah. Sistem pewarisan terhadap seorang janda yang tidak memiliki keturunan ini akan 

dilihat terlebih dahulu harta perkawinan tersebut merupakan harta bersama selama 
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perkawinan atau harta warisan yang didapatkan dari keluarga suaminya sebelum suaminya 

meninggal.  

Harta bersama yang didapatkan selama perkawinan merupakan hak penuh dari janda 

yang ditinggal suaminya tersebut, janda tersebut dapat menggunakan harta warisan setelah 

meninggal suaminya secara bebas dan keluarga dari suaminya tidak memiliki hak untuk 

menyentuh atau ,mengambil warisan dari harta bersama tersebut kecuali melalui persetujuan 

jandanya untuk memberikan warisan dari harta bersama mereka itu. 

Namun, harta warisan yang didapatkan dari pemberian oleh orangtua suaminya yang 

telah meninggal bukanlah lagi hak dari janda tersebut, harta warisan yang didapatkan dari 

keluarga suaminya akan Kembali kepada mertuanya tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa 

pengecualian yaitu adapula janda yang memiliki hubungan baik dengan mertuanya sehingga 

janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang diberikan kepadanya untuk 

membantu janda tersebut dalam kehidupannya. Harta warisan yang diberikan oleh orangtua 

dari keluarga suami yang telah meninggal yang apabila diberikan hak untuk mengelola maka 

janda yang diberikan kepercayaan itu sangat tidak diperbolehkan untuk menjualnya ataupun 

menggadainya kepada orang lain. 

c. Janda yang Melakukan Ganti Tikar/ Singkap Rere 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit 

terdapat salah satu keluarga di Masyarakat yang melakukan ganti tikar yaitu di Desa Hutauruk 

terdapat seorang janda yang melakukan ganti tikar kepada adik dari suaminya Wawancara 

dengan Prisko Hutauruk, pada awalnya janda tersebut tidak ingin melakukannya dikarenakan 

merasa aneh untuk menikahi adik/abang dari suaminya yang telah meninggal sehingga janda 

tersebut diberikan waktu untuk memikirkannya sambil diberikan pandangan alasan mengapa 

hal ini dilakukan. Alasan hal ini dilakukan agar janda tersebut dapat dibantu dalam 

membesarkan anak-anaknya sehingga masih terdapat penerus dari keluarga tersebut.  

Hal ini dilakukan karena dalam keluarga tersebut hanya terdapat 2 anak laki-laki 

sehingga orangtua mengharapkan agar generasi penerus mereka tidak akan habis, laki-laki 

yang melakukan ganti tikar ini haruslah laki-laki yang belum menikah dan bersedia untuk 

melakukan singkap rere ini. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya ini memiliki anak dari 

suami sebelumnya dan dikarenakan suaminya merupakan anak pertama sehingga dia 

dipastikan mendapatkan warisan berupa sebidang sawah untuk dikelola sehingga hal ini 

nerupakan pertimbangan terhadap janda tersebut untuk dia melakukan ganti tikar. Janda 

tersebut tidak dipaksa untuk memiliki keturunan dari ganti tikar tersebut tetapi apabila mereka 

mau untuk memiliki keturunan juga akan didukung oleh mertuanya. 

Adapun alasan lain dilakukannya ganti tikar ini bagi orangtua zaman dahulu supaya 

harta warisan yang didapatkan oleh janda tersebut tidak jatuh kepada marga lain atau orang 

lain yang apabila janda tersebut memikirkan untuk menikah lagi serta harta warisan yang 

didapatkan dari orangtua suaminya tersebut tetap akan bisa dikelola dengan baik( Wawancara 

dengan RT). Namun tidak jarang ditemukan pada masa sekarang bahwa orangtua yang masih 

memiliki pemikiran seperti zaman dahulu lah yang masih mengikuti ganti tikar ini tetapi 

bedanya beberapa dari orangtua yang melakukan ganti tikar ini melakukannya dengan alasan 
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selain agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain tetapi juga merasa sangat sayang kepada 

menantunya sehingga masih ingin tetap memiliki hubungan baik. 

d. Janda yang Menikah Lagi dengan Marga Lain 

Seorang janda yang tidak memiliki keturunan tetapi menikah dengan laki-laki marga 

lain makan dia tidak akan dianggap sebagai bagian dari keluarga itu lagi dan tidak berhak 

dalam mendapatkan warisan dari mertuanya, untuk harta Bersama yang dimiliki selama 

pernikahan hal tersebut merupakan hak sepenuhnya sehingga tidak dapat diambil oleh 

keluarga suaminya.  

Terdapat salah satu kasus yang terjadi di Tarutung bahwa seorang janda yang tidak 

memiliki keturunan setelah ditinggal mati oleh suaminya memutuskan untuk menikah lagi, 

tetapi merupakan suatu keberuntungan bahwa mertua yang dimilikinya memiliki hati yang 

besar dan adil sehingga saat suaminya meninggal dia meninggalkan asuransi yang dapat 

dicairkan dalam bentuk uang. Dalam hal ini mertuanya tersebut memutuskan untuk membagi 

dua dana asuransi yang didapat setelah suaminya meninggal dengan tujuan agar janda tersebut 

dapat menghidupi dirinya( Hasil Wawancara dengan DS). Meskipun tindakan mertuanya ini 

mendapat sindiran dari saudara lainnya tetapi harta yang dimiliki oleh mertua mereka tersebut 

merupakan hak mereka sehingga memiliki kebebasan untuk membaginya dengan besar sesuai 

keinginan mereka. Hal ini jarang terjadi dalam Batak karena jarang sekali terdapat mertua 

yang memiliki pemikiran terbuka sehingga menerima menantunya tersebut untuk menikah 

lagi. 

 

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Seorang Istri Yang Ditinggal Mati 

Suaminya Dalam Adat Batak Toba Di Desa Hutauruk Dan Desa Simanungkalit 

Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Penyelesaian secara Non Litigasi (Luar Pengadilan) 

Aturan dan prosedur dalam marhata adalah sangat formal, karena dilakukan dengan   

tutur   bahasa   yang halus, dan ada prosedur mengenai siapa   saja yang mempunyai hak untuk 

berbicara, hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan menjadi juru bicara. Orang-orang yang 

tergabung dalam satuan upacara marhata, adalah orang-orang yang berada dalam satuan 

Dalihan Na Tolu. 

Dalihan Na Tolu ini juga dianggap sebagai simbol di dalam adat Batak Toba. Semua 

masyarakat adat Batak Toba yang ingin melakukan perkawinan, wajib mengikuti semua 

aturan yang ada dalam prinsip Dalihan Na Tolu. Selain itu, Dalihan Na Tolu juga dapat 

berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan perkawinan melalui unsur-unsur di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam 

kehidupan perkawinan masyarakat Batak Toba tidak menutup kemungkinan terjadinya 

berbagai masalah yang kerap mengakibatkan kehidupan perkawinan tersebut berjalan tidak 

harmonis bahkan sampai berujung pada perceraian. Dalam hal ini, terdapat satu pihak dalam 

unsur Dalihan Na Tolu yang berperan membantu menyelesaikan permasalah maupun dalam 

pelaksanaan adat perkawinan, yaitu Ketua Adat. Ketua adat ini bisa dikatakan seperti mediator 

karena berperan sebagai unsur atau penggerak( Nainggolan, 2019). 
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Sengketa yang terjadi di Tarutung terutama di Desa Hutauruk dan Desa 

Simanungkalit merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam Masyarakat. Penyelesaian 

sengketa yang terjadi dalam suatu keluarga dapat diselesaikan awalnya dengan melakukan 

kumpul keluarga untuk membicarakan hal tersebut secara musyawarah mengenai warisan 

yang akan dibagikan( Wawancara dengan Janter Simanungkalit). Musyawarah keluarga ini 

dilakukan apabila memang sengketa dalam keluarga tersebut tidak mendapatkan jalan keluar, 

musyawarah yang dilakukan ini banyak dikatakan menjadi salah satu cara penyelesaian 

sengketa karena dilaksanakan didepan banyak orang serta keluarga yang dipastikan beberapa 

dari mereka lebih mengerti dalam hal warisan ini. 

Musyawarah yang dilakukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dilakukan 

juga didampingi oleh kepala adat atau kepala desa daerah sekitar. Dalam pelaksanaan inilah 

dapat dilihat bagaimana sistem pewarisan adat itu dengan mempertimbangkan setiap keadaan 

dari setiap ahli waris. Musyawarah ini dianggap salah satu jalan keluar yang paling sering 

digunakan di kedua Desa di Tarutung ini karena dianggap bahwa musyawarah inilah dapat 

diketahui bagaimana perasaan setiap ahli waris di keluarga tersebut. 

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Desa Hutauruk ialah seorang janda 

MH memiliki suami yang merupakan anak laki-laki paling besar di keluarganya dari 4 

bersaudara, janda tersebut memiliki 3 orang anak dengan 1 orang anak laki-laki dan 2 anak 

Perempuan. Orangtua dari keluarga suaminya meninggalkan warisan yaitu ada sawah yang 

berada dikediaman suaminya, berdasarkan dari sistem adat Batak Toba bahwa oppungnya 

telah memberikan bagian yang lebih besar kepada cucu dari anak laki-lakinya sehingga 

dilakukanlah musyawarah dalam keluarga tersebut dikarenakan saudara-saudara lainnya ada 

yang tidak menerima  

Keputusan ini karena beberapa tahun sebelum orangtuanya meninggal, mereka 

diurus dan dirawat oleh dia. Setelah dilakukannya musyawarah keluarga ini dapat diputuskan 

bahwa sawah yang merupakan warisan ini akan dibagi rata pada setiap saudara agar semuanya 

merasa adil serta segala pengurusan tentang sawah itu akan dikerjakan secara bersama oleh 

semua keluarga( Wawancara dengan MH). 

b. Penyelesaian secara Litigasi (Pengadilan) 

Dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/ Sip/ 1961 mengatakan 

bahwa dengan dasar peri-kemanusiaan dan rasa keadilan umum serta atas hakikat persamaan 

hak antara pria dan wanita menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia 

bahwa seorang wanita harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan 

warisan dari orangtuanya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan 

dalam pembagian warisan yang didapatkan dari orangtuanya memiliki bagian yang sama 

besar.  

Putusan lainnya yang dapat mendukung putusan ini ialah putusan Mahkamah Agung 

Nomor 36/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Sim yang didalamnya merupakan gugatan atas pembagian 

warisan didalam masyarakat Batak Toba yang pada awalnya anak laki-laki menuntut untuk 

mendapatkan bagian lebih besar apalagi terhadap anak laki-laki pertama, tetapi putusan pada 
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akhirnya memutuskan bahwa anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian warisan 

sama besar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan, hukum adat serta kebiasaan masyarakat adat Batak Toba tidak digunakan dan 

lebih mengikuti hukum yang mengaturnya. Hal ini juga dilakukan untuk menghargai baik 

anak laki-laki maupun anak perempuan yang merupakan keturunan dari orangtuanya. 

Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan ini biasanya jarang 

ditemukan perdamaian antara para pihak. Putusan yang ada biasanya berupa putusan kalah 

atau menang. Apabila di Pengadilan tingkat pertama salah satu pihak ternyata kalah, maka 

terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding bagi pihak yang kalah tersebut apabila dia 

tidak menerima putusan tersebut. Begitu seterusnya hingga pada pengadilan tingkat akhir 

yaitu di Mahkamah Agung. Sehingga pada akhirnya proses tersebut benar-benar 

menghabiskan waktu, menguras tenaga dan biaya serta melelahkan para pihak.  

Bahkan penyelesaian sengketa tersebut dapat terjadi hingga bertahun-tahun lamanya, 

sementara di sisi lain hubungan para pihak yang bersengketa terus memburuk, merenggang 

bahkan dapat bermusuhan. Adapula salam beberapa kasus, biasanya sengketa tersebut 

menjadi semakin rumit dan akhirnya para pihak menjadi saling bermusuhan, dan permusuhan 

tersebut berlanjut terus bahkan hingga beberapa garis keturunan selanjutnya. Pada umumnya 

masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ini, selain rasa malu, 

mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh tidak mendapatkan jalan 

keluar, karena selain caranya yang rumit, juga memakan waktu yang lama. 

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan juga secara otomatis 

akan menghilangkan sistem pewarisan adat karena lebih menggunakan sistem pewarisan yang 

terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat adat Batak Toba yang berada 

di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit sangat jarang sekali menyelesaikan sengketa 

melalui cara ini dikarenakan banyak dari mereka yang menganggap menyelesaikan sengketa 

melalui pengadilan mengeluarkan banyak biaya dengan waktu yang sangat lama.( Wawancara 

dengan Tohom Hutauruk ) Terkadang adapula yang menganggap penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan ini merupakan sifat egois dari anggota keluarga yang mengajukannya. Namun 

biasanya Masyarakat adat Batak Toba yang melakukan ini ialah anggota keluarga yang sudah 

tidak tinggal lagi di desa tersebut sehingga dapat melihat sistem pewarisan itu lebih adil 

apabila menggunakan penyelesaian secara pengadilan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Kedudukan seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk dan Desa 

Simanungkalit baik yang memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang 

memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman suaminya akan diperlakukan sama layaknya 

seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan marga tersebut. Tidak jarang pula 

setiap janda yang menetap dikediaman suaminya akan diberikan bantuan apabila mendapatkan 

bantuan dari kepala desa atau pemerintah setempat bagi setiap janda yang terutama mengalami 
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kekurangan dalam hidupnya. Seorang janda yang menetap di kediaman pihak laki-laki diberi 

kebebasan dalam mengelola warisan yang diterima dari orangtua suaminya. 

2. Hukum waris adat yang terjadi di Tarutung sangat memegang erat sistem patrilinealnya sehingga 

keturunan laki-laki merupakan pewaris yang sah dari generasi keluarga suaminya tersebut yang 

mendapatkan warisan tidak hanya dari orangtua suami tetapi dari ayahnya juga, sedangkan 

Perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya dan berhak untuk mendapatkan harta warisan 

dari ayahnya. Seorang janda dalam hal ini bukan merupakan pewaris dari harta yang didapatkan 

dari orangtua suaminya tetapi janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang telah 

diberikan kepada keturunannya untuk menghidupi mereka. 

3. Penyelesaian sengketa yang apabila terjadi di Tarutung yaitu terutama Desa Hutauruk dan Desa 

Simanungkalit dalam hal pembagian warisan ialah dapat dilakukan secara Non Litigasi dan 

secara Litigasi. Penyelesaian sengketa Non Litigasi ialah dengan cara marhata atau musyawarah 

antar keluarga yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman 

(tulang), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah. Penyelesaian 

sengketa secara Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan, 

Masyarakat adat Batak Toba disini jarang menggunakan penyelesaian jalur ini karena dianggap 

memakan banyak waktu dan biaya. 

Saran 

Dari kesimpulan yang didapatkan terhadap penelitian ini bahwa Adapun saran yang dapat diberikan 

yaitu antara lain: 

1. Sebaiknya kedudukan seorang janda karena kematian lebih diperhatikan dan lebih dilakukan 

pendekatan agar janda tersebut tidak merasa sendirian sehingga dia tidak terlarut dalam 

kesedihan dengan jangka waktu yang lama. Walaupun sistem patrilineal sangat kuat tetapi 

sebaiknya seorang janda lebih diberi kebebasan baik dalam Tindakan maupun memberikan 

pendapat. 

2. Sebaiknya sistem pewarisan adat yang telah terlaksana di Tarutung terutama di Desa Hutauruk 

dan Desa Simanungkalit bertindak lebih adil lagi terhadap seorang janda baik yang memiliki 

keturunan ataupun yang tidak memiliki keturunan, baik yang memiliki keturunan Perempuan 

saja dengan keturunan laki-laki, diharapkan agar setiap kepala Adat yang berada di desa tersebut 

diharapkan untuk dapat lebih terbuka lagi dalam pemikiran karena telah berkembangnya zaman 

ini. 

3. Sebaiknya di Tarutung dibuat suatu Lembaga atau kantor yang dibentuk khusus sebagai tempat 

untuk mediasi keluarga terhadap keluarga yang ingin menyelesaikan sengketa dengan 

dampingan kepala adat khusus yang sudah memiliki pemikiran terbuka serta kepala desa 

berdasarkan desa mana yang lagi bersengketa. 
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